: ”.."...:A})sﬂak. i

-- --_-_-.--_-f;-'.z.:.-:ijG'dfrid Hmﬁpea‘

.-_:'-.'Se; zaj) argaazmsz bzdzzp dcm be;kembano dalam sualy [z?zg/%uizgmz terfentu yang bersifat dinamis.
_ Dmcran dem;)’emrz kehidupan suczz‘u 0?‘06311 uasz, seéa ga; sistem gerbula, selalu dipengarubiolehl; ngkungannya. .-

.:.-,@mhku | :____OhSl di h Gn@sw,

| : Kenyammmya fakior ngfezmgmz organisasi tidak  pernalh) diam dan selaluy berubah dari wakiy ke waktu.

'Apaézla organisasianay memperiahankan e/e_szsfemzrzya makd ia barus mampu mengikuti arus perubaban

ng,éuﬂgcm fersebut. Polri mempuizyat tokoh legendaris, yaity Jenderal Hoegeng. Tokob ini mer upakan

aset Polyi yang belum pernab digali secara ilmiah guna menemukan model Yyang dapat dijadikan pedoman

_dalam memﬁaly perilaky polisi yang dirasakan belum mampu memberikan ctia yang sesungguhnya. Sosof
' Hoegm g memmjw%f%an ])oirez‘ perzla/@u zdml ‘polisi Indonesia,

Kata Kunci: Hoegeng, Role Model, Reformasi Birokrasi, Budaya Organisasi

Latar B elakang

Momentum terpisahnya Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Polri) dari Tentara Nasional
Indonesia (TNI) secara politik terjadi pada
tanggal 1 April 1999 berkenaan dengan adanya
reformasi di bidang pertahanan. Pengakuan
kedaulatan penuh (lepas dari kungkungan
militer) terhadap institusi Polri secara yutidis
adalah saat diterbitkannya Undang-Undang
No 2, Tahun 2002 tentang
Negara Republik Indonesia. Keterpisahan ini

Kepolisian

memberikan semangat baru bagi seluruh elemen
bangsa untuk dapat menyaksikan bangkitnya
era demokrasi yang dikawal oleh institusi sipil
yaitu kepolisian. Dengan terpisahnya Polri dari
TNI maka dalam struktur administrasi tata
Negara Republik Indonesia, Polri saat ini berada
langsung di bawah Presiden RI, sedangkan

© Godfrid Hutapea, Mahasisws Program Doktoral Tlmu Kepolisian STIK ~
PTIK Angkatan L.
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TNI berada di bawah Kementrian Pertahanan.
Implikasi keterpisahan Polri dari TNT pastilah
membuat jelas dan terang benderang bahwa
Polri bukanlah institusi militer lagi, melainkan
institusi sipil.

Kembali
keterpisahan  Polri

menilik  sejarah’ momentum
dengan TNI, ternyata
terpisahnya Polridari TINT adalah suatu momen
yang datang bukan karena institusi kepolisian
yang memang sudah siap untuk menjadi
sebuah institusi yang mandiri. Saat itu Polri
seperti mendapatkan “durian runtuh” akibat
peran TINI di masa Orde Baru yang kebablasan
memasuki ruang sipil dan ranah politik.
Gejolak sosial yang begitu besar telah terjadi
dan menumbangkan rejim Orde Baru dimana
institusi militer merupakan aktor utama dari
rejim tersebut. Masuknya peran militer ke ranah
politik serta ke sendi~sendi kehidupan sipil (civi/
society) telah membungkam rakyat Indonesia
selama 32 tahun. Akibat dari keterbungkaman




o -_3:_._“kelx_uatan ral’yfrt yang memberontak tcrhadap
g '_-pemeuntahan dan. menelan. banyalx Lorban serta .

' fmemaksa mundumyq Sochal to sebagal Premden_ :

RI ;yang L.e dua '

- rentang waktu. yang. dimiliki oleh Polri dalam

meny;apimn institusinya sebagai ‘institusi yang

mandiri, hanya/ berdurasi. dua. tahun (2000-

2002). -Rentang wakeu -yqng-pendelx tersebut
mengakibatkan baayak celah yang ‘memang
masih perlu dilakukan perbuk‘aﬂ dari berbagai
dimensi organisasi. Perbaikan dimensi organisasi
agar. Polri dapat melaksanakan tugas pokolc dan
fungsinya - sebagai institusi penegak hukum

yang profesional ini disebut dengan Reformasi
Birokrasi Polri.

sebuah
demokrasi telah meramuskan tujuan berdirinya

Indonesia -~ sebagai Negara
Negara Republik Indonesia dalam Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai
suatu Negara yang berdaulat'penuh atas suatu
teritorinya maka Indonesia bercitazcita ingin
mensejahterakan rakyatnya melalui adaaya
kebebasan beragama, kemanusiaan yang beradab,
persatuan, permusyawaratan dan keadilan sosial.
Selanjutnya tentu saja dibutuhkan terciptanya
situasi dan kondisi yang aman untuk dapat
mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut.
Sulistyo (2009) dengan tegas menyatakan
bahwa institusi yang bertugas untuk penciptaan
situasi dan kondisi dalam kehidupan sosial (civi/
society) di Negara demokrasi diemban oleh pihak
kepolisian. Polri sebagai institusi birokrasi yang
berfungsi dan berperan dalam mewujudkan

keamanan negara dioperasionalkan ke sejumlah

R o Angm perubahan (wmd of cbcznge) d1 tahun
: -1"_1998 menghfzsﬂkan TAP: MPR/VI/2000 yang .
- merupakan landasan yuud;s untuk mf:mbuat.-.'

"RUU: Kepohsmn, sehmgga 1a§1irhh 1610f No g
_ iahun 2002 tentang Ixepolzslan Negma Repubhk__ R
o :Indonesza Data tersebut menunjukkan bahwa

;keamanan Negzua ini. sehn;utnya memlhla dua"E .
chmenm, yautu dll’ﬂﬁﬂSi yang pertama adalah'f‘f-_.
'Leamanan 1{6’[61 tlban éan masyarak '_t 3sedang1\:1n:

_Bzrolqaa adalah mstrumen pentmg dalam'._:'_-';.. '

:_suatu Negclm Dalam pencapamn tu}uan sebuah__"'
- Negalayancr telah dgabarkm dalam ideologidan -~
'zlxozlsmtum Ncgzua tersebut maka bll()kl asi rLdala]n '

aktor utamanya. sebagaunana yang dmymalmn

'oleh_ H__cgel_bghwa b;:ol«:msi..‘_l_d_a_lah mekanisme

yan_g _fne_njembatani ‘antara ‘masyarakat idan
Negara. ~Birokrasi - berada ~di . tengah-tengah
sebagai mediator yang menghubunglan kedua .
' kebutuhan
masyarakat. Dengan kata lain birokrasi Hegelian

kepentingan pemerintah - dan
menekankan | posisi birokrasi - -yang bersifat
netral terhadap kekuatan-kekuatan yang ada
di dalam masyarakat pada aktifitas sosialaya.
Sebaliknya birokrasi menurut Marx adalah suatu
kelompok partikular vang sangat spesifik, yang
dipergunakan olch kelas yang dominan untuk
melaksanakan

kekuasaan dominasinya atas

kelas-kelas sosial lainnya.?

Melihat duakonsep yvang telahdikemukakan
oleh Hegel dan Marx tentang birokrasi maka
adanya Reformasi Birokrasi Polri merupakan
perubahan _atauspergerakan dalam  konsep
birokrasi yang selama ini faktanya menggunakan
konsep birokrasi Marx menjadi konsep yang
sesuai dengan konsep birokrasi Iegel. Posisi Polri
saat berada di bawah kungkungan militer selama
pemerintahan Orde Baru merupakan penjelasan
dari konsep birokrasi yang dikemukakan oleh
Marx. Institusi Polri saat itu lebih dijadikan
sebagai alat kekuasaan para elite politik
(kekuasaan militer) dalam rangka mendominasi
kelas sosial lainnya. Dengan kata lain bahwa

1. Hermawan Sulistyo, 2009.
Jakarta : Pensil 324,

2. Miftah Thoha, 2007, "Birokrasi dan Politik di Indonesia”. Jakarta :
Rajawali Pers.

“Kemuanan Nasional Dan Cieil Society”.
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o _-.dommam m;,htenstik

alat 1ez1m yang berkuasa Pada masa itu banyak
= sekah penyalahounaan Lewenangan kepolisian

; ':_'_-yang dijadikan ¢ pmktlk hitam pemolisian’, Pada

. fungsi. mthgen Polri dlkatakan lebih Ian}ut oleh
' Melialabahwa telah terjadikegiatan intelijenyang
“kotor: dan kejam dilanjutkan dengan ‘tindakan
.__'rcpr651f yang brutal dalam rangka menindas
kaum .oposisi maupun kelompok masyarakat
yang “menentang pemerintahan Orde Baru,
Selanjutnya di ranah penegakan hukum (reserse),
kepolisian juga sering melakukan kebohongan
publik dengan menutupi pelaku yang bukanlah
“orang biasa” pada kasus yang dilakukan oleh
para anggota kelompok penguasa’® Ironis
rasanya membayangkan institusi kepolisian yang
seharusnya mengawal demokrasi namun justry
membungkarn demekrasi itu sendiri.

'Kast, Fremont, dan Rosenzweig dalam
Pantja (2000), menyatakan bahwa, tidak ada
organisasi yang hidupidalam ruang isolasi.*
Setiap organisasi hidup dan berkembang dalam
suatu lingkungan tertentu yang'bersifat dinamis.
Dengan demikian kehidupan suattuorganisasi,
sebagai sistem terbuka, selalu dipengaruhieleh
lingkungannya. Kenyataannya faktor lingkungan
organisasi tidak pernah diam dan selalu berubah
dari waktu ke wakeu. Apabila organisasi mau
mempertahankan cksistensinya, maka ia harus
mampu mengikuti arus perubahan lingkungan
tersebut. Berdasarkan proposisi itulah penulis
akan mengkaji perilaku ro/e model dari seorang
tokoh Polri, yaitu Hoegeng. Tokoh ini menurut
penulis merupakan aset Polri yang belum pernah

3. Adrianus Meliala, 2001, “Menghritisi Polisi”, Yogyakerta : Kanisius.

4. Kast, D, E. Fremont, dan J, E. Rosenzweig dalam THati Sundring
Pantia, ‘7000 "Dampak Pergeseran Nilai-Nilai Organisasi Terhadap
Kebijaksaraan Sumber Daya Manusia dan Implikasinya”, Jurnal
Manajemen : Jurusan Ekonomi Manajemen, Fakultas Tkonomi -
Universitas Kristen Petra.
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: '.:'.hubungan ntara polm dan masyzu aixat. saat ltu
i sangat berkaltan dengan iatm beiakang sa.stem:__'
i _f:pohtlk dan pemermtahan yang d111ngkup1 oieh_

I .'Mehala (2001) juva menyatakan bahwa él
S '_’"masa Orde Baru institusi Lepohsmn me; upaican_'i

E‘Io:.,;r'ré.n'rr.- .Putro.n .E\/lc.r:'t;:nor.fbs;is 'PL'rﬂ'.zLu' Polisi di Indon

membeukam citra yang sesungguhnya

Jendeml Polm (Pum) Hoegeng Iman}:." '
Santoso lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, pada "
'tanggal 14 Oktober 1921 — meninggal 14 Juli
2004 pada umur 82 tahun. Hoegeng adalah salah =

chgall secara 1lmlah guna menemukan modei_

“yang dapat dyadﬂ{an pedoman dalam merubah’
perilaku polisi ‘yang dirasakan  belum mampu-

satt tokoh kepolisian Indonesia yang pernah -

menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara;'_'-i_;

RepublikIndonesia ke-5 yang bertugasdari tahun
1968 = 1971. Sebagai lulusan Perguruan Tinggi

T Kepolisian (PTIK) angkatan pertama pada .

bulan November 1952, Hoegeng juga merupakan
salah seorang yang ikut menciptakan lambang
PTIK serta lambang Mobiele Brigade (Mobrig)
yang sekarang dirubah nomenklaturnya menjadi
Brigadir Mobil (Brimob). Berbagai buku biografi
yang telah diterbitkan untuk mengenang tokoh
Hocgeng, memperlihatkan bahwa  sebagai
seorang individu, Hoegene memiliki karakter
yang jujur, sederhana namun tegas dalam

memimpin.

Lahir dari anak pasangan suami istrifyang
bernama Soekario Kario Hatmojo {seorangJaksa)
yang merupakan keturunan ningrat/Mataram
dan Ibu Oemi Kalsoem yang adalah anak
scorang Wedana. Hoegeng adalah putra sulung
dan memiliki dua adikeperempuan bernama
Tiei Soedjati..dar™Soedjatmi. Ayah Hoegeng
merupakan sosok yang ideal sebagai orang
Jawa pada masa itu, karena sering membantu
dan menolong dalam sistem kekerabatan
keluarga seperti mencarikan pekerjaan sesuai
kemampuannya. Hal tersebut dituliskan dalam
memoir Pak Margono Djojohadikoesoemo yang
adalah teman sekaligus Ayah dari seorang pakar
ekonomiProf.Dr.Soemitro Djojohadikoesoemo.

dalam
digambarkan sebagai scorang yang sangat

Hoegeng, kehidupannya

5. Ensiklopedi Kapolri, 2007 “Drs, Hoegeng Iman Smitoso”. Panitia
Penulisan Ensikiopedi Kapolri, Jakarta.

6. Ibid.




serg; Parron Metamorfosts Perilaka Polist di Indone:

' f:.__sedelhanaﬁnamun sangat . kaya-__kaﬂ prinsip.

j'fl».eluarga dan keul\a menjalam I{anrnya sebagm_'._:
L '-: seorang pej iabat Negara Hoegeng memmg sosok

Cse __uah kesempatan, Mantan P}:cmdcn Gus! Dur o : Ea
AT e Hoegeng juga: tetap menyalmkan hobmya e
RNt -_peznah membenkan sfaz‘emenr bahwa ¢ hqnyq ada - : SR
i sebagm seo;aﬁg mumm meamm dfm seorang
: -tsga poh51 _}UJU.r d1 Indonesm, Letzganya 'Ldaiah 4 ki S : h - o K i dan
©patung poh51 pol:,s1 tldur dan Hoegeng Iman' pelifiis pchh - op 5 Jaihgn Dapon can.

o 'Santoso

Saat bertugas 61 kepohsmn

| Hoegeng telah membu}mkan prmmp hidupnya

1nStlt‘L§51

Kualitas yang seakan lahir lebih sebagal

mzssj)mduct Cyaitu  semacam kecehkam
sejamh yang positif telah terjadi di masa Ialu

Kedisiplinan dan kejujuran selalu menjadl prinsip
Hoegeng dalam menjalankan tugasnya dimana
pun. Saat bertugas sebagai Kepala Direktorat
Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Surnatera
Utara pada tahun 1956, rumah dinas yang akan
ditempati Hoegeng telah diisi dengan barang-
barang mewah oleh seorang “utusan” para bandar
judi di kota Medan. Bukannya mengucap terima
kasih namun justru Hoegeng mengeluarkan
barang-barang tersebut ke luar pagar rumah

dinasnya untuk diambil eleh “pemiliknya”.

Saat Hoegeng menjabathscbagai Kapolri,
ia tak segan-segan untuk turun kewjalan dalam
mengatur lalu lintas yang sedang nvacet.
Menurutnya, seorang polisi adalah pelayan
masyarakat, dari mulai pangkat terendah sampai
tertinggi, tugasnya adalah pelayan masyarakat.
Dalam posisi sosial demikian, maka seorang
agen polisi sama saja dengan seorang Jenderal.”
Terhadap para bawahannya Hoegeng juga
senantiasa mengingatkan bahwa para perwira
harus bisa mendobrak kelemahan di bidang

7. Prinsip menurur Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) adalzh kata benda
; prinsip/prinsip/ asas (kebenaran yang menjadi pokek dasar berpikir,
bertindak, dan sebagainval; dasar;
. 8. Ensiklopedi Kapolri, 2007, “Drs. Hoegeng Tman Santoso”.
Penulisan Ensiklopedi Kapolri, Jakarta.
9, Dadi Purnama Eksan, 2014,
Publishing Heuse, Jakarta.

Panitia

“Dari Hatta Sampai Hoegeng”. Octopus

_ -::Kes derha: _aan merupakﬂn_ _pr1ns1p hzdupnya:"-_;_- ngadakan _
' :".j_'_yang selaEu ia pegang teguh dalam membina ':'-'-'-penylmpangm dcm pcnyelewengan namun juga__:'
;fsebahimya membeul a1 penghargaan (refwmd)’::
> _'iqepada mercicayang telah beljasa e R

' --}-yang Jujur, ‘bersih dan’ berkarakter tegas.. Dalam:___'- :

= Seiam'____ktzﬁmsnya _ebagzu. seorang pohm, _.

'memasukl masa pensxun, Hoegeng menyaiulkan S

hobmva &engan membentuk group -musik

“Hawaiian. Seniors’ _._dan_ sering .menjadl pengisi
acara disstasiun televisi “TVRI™ Kepiawaiannya

dalam melukis - juga -merupakan penghasilan
tambahan yang - dapat” membantu ekonomi
keluarga Hoegeng: setelah - memasuki  masa
pensiun. Setelah pensiun, Hoegeng tidak lagi
mau menjabat dan praktis hanya mendapatkan
gaji pensiunnya untuk kehidupan schari-hari. -

Gambarandi atas'mf:nge.nai Hoegeng, dapaf:
dijelaskan oleh S_uséno (1987) bahwa salah satu
kebutuhan manusia yang paling fundamental
adalahoa:ientasi.10Lebihlanjutmengenaiorientaéi
yang dimiliki polisi dalam melaksanakan/tugas
yang diembannya, akan dapat ditelusuri'melalui
pengetahuan etika, dengan demikian melalui
pengetahuan etika akan membantu scorang
polisi agar lebith mampu umtuk menetapkan
sikapnya dalam - melaksanakan tugas yang
mulia serta dapat mempertanggungjawablan
kehidupannya sebagai seorang abdi Negara.
Menurut Magnis, sedikitnya terdapat alasan
mengapa etika semakin diperlukan pada masa
kini. Perfama, dalam masyarakat yang semakin
pluralistik, kesatuan tatanan normatif sudah
tidak ada lagi. Kita berhadapan dengan sekian
banyak pandangan moral yang sering saling
bertentangan. Kedua, kita hidup di bawah
Cara

berfikir manusia modern dijejali oleh adanya

hantaman  gelombang  modernisasi.

rasionalisme, individualisme, nasionalisme,

10, Frans Magnis Suseno, “Erika Drasar”. Penerbit Kanisius, Jakarra, 1987
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nmteriahsme

bqhk:an radllxaitsme Kez‘zgfz adanya berbagal "

5 plhaL yang sengaja ingin merusak tatanan sosial
g :budaya dan moral | melalm 1deolog1 ideologi
Cyang - b'wu Keeﬁgpaz‘ agal kaum rohamawan

L dapat turut sert& berparnmpasz dalam membqntu
' -masynakat untuk memantapkan chmens& iman
= ."dan kepcr(:fzyaan mereka

| Pm?alemauk Kulmr Bm)kmsz P@ln -

Tuntutan yang semalqn mengemuka akan
1danya _per_ubaimn t{;;hadap_ dimensi kultural
Polri pada era reformast birokrasi, memberikan
tekanan pada adanya proses percepatan yang
sesegera  mungkin, Berbagai upaya dalam
merubah kultur polisi agar lebih ‘baile (polisi
sipil) - bukannya tidale dilakukan oleh institusi
Kepolisian = Negara -~ Republik
namun pada tatanan praktiknya masih banyak

Indonesia,

dirasakan oleh masyarakat bahwa kultur polisi
belum menampi},kan budaya organisasi yang
bersifat humanistik dalam mencapd  tujuan
organisasinya.

Dengan demilizn maka diperlukan adanya
usaha yang terarah ‘dan berkelanjutan guna
melakukan upaya-upaya, dalam menyingkapi
adanya perubahan pada sifatorganisast tersebut.
Kasali menyatakan bahwa sebagian besar kita
beranggapan perubahan itu baru bolchdilakukan
kalau ada masalah. Bahkan kebanyakan strategi
perubahan (zrn  arround) diluncurkan saat
memasuki tahap krisis. Para ahli mengatakan,
untuk menciptakan perubahan  dibutuhkan
perasaan-perasaan tidak puas terhadap kondisi
sekarang. Kemudian ditambahkan lagi bahwa
perubahan pada saat sedang berada di titik
rendah adalah sangat rawan. Sebab pada saat itu,
anda sudah tak punya energy dan resources sama
sekali untuk mengangkatnya kembali.? Dalam
paper ini akan diajukan permasalahan yang
menjadi sorotan analisis, yaitu :

11, Ibid. hal 16.
12, Rhenaid Kasali, “Manajernen Perabalat”, www.uico.id
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bcrpcnlaku secara konsisten sebagai polisi yang

jujur, sederhana namun tegas?. Dari berbagai-
data dan informasi. yang penulis “dapatkan;. -
menunjukan bahwa Hoegeng saat menjabag

sebagal plmpman -Polri - sangat

memegang...teguh - kejujuran,

namun memiliki ketégasan dalam menjalankan - ':
tugasnya. ‘Apa relevansinya sehingga Hoegeng-“:”-.
dapat dijadikan role model untuk.memperbaiki =

aspek kultural dalam reformasi birokeasi Polri?.
Berbagai upaya pembangunan sistems nilai
yang bertujuan untuk memperbaiki ‘aspel

kuleural telah dilakukan oleh Polri _
mengimplementasikan postur polisi yang ideal,

untuk

namun faktanya belum memberikan signifikansi
tethadap pesilaku polisi yang ideal dalam
melaksanakan rugasnya.

Etika Deontologis, Immanuel Kant.

Menurut K. Bertens (2000), dalam buku
pengantar ctika bisnis, definisi etika dapat terbagi
menurut tiga sudut pandang, yaitu etika sebagai
praksis, etika sebagai refleksi, dan etika sebagai
ilmu. Etika sebagai praktis adalah nilai nilai dan
norma-norma moral sejauh diprakeelan atau
justru tidak diprakeekan, walaupunsseharusnya
diprakeekan. Menurut Suseno (1987)", etika
adalah suatu ilmu yang .embahas tentang
bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu
ajaranmoral tertentu atau bagaimana kita harus
mengambil sikap yang bertanggung jawab
berhadapan dengan pelbagai ajaran moral.
Menurut Katsoff, etika sebenarnya lebih banyak
bersangkutan dengan  prinsip-prinsip  dasar
pembenaran  dalam  hubungan tingkah laka
manusia.

Teori etika deontologis dikemukakan oleh
filsuf besar dari Jerman, Immanuel Kant (1724-
1804) dalam Bertens (2007)". Pemikirannya

13, K. Bertens, 2000. Pengantar Etika Bisnis, Yogyakarta: Kanisus.

14 Magnis-Suseno, Iranz, 1987, Etika Dasar ; Masalab-Masalah Pokok
Filsafar Moral. Kanisius, Yogyakarta.

K, Bertens, 2007, Etika, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,

15,

S qu yang meiatarbehkangl Hoegeng dapzu 3

konsisten®
kesederhanaan




. sebagai salah seorang - pemikir © terbesar - dl_._.:
L b1dang ﬁisafat ‘moral. Menum '__Kant yang blSﬂ
- disebut baik cialam ar’a sesungguhnya. hanyalah

o -:_kehendak yang bzuk Semua hal lzun chsebut baik

- secara terbatas atau dengan syfxrat Kekayaan,'_'_
-"-keschatan atau mtehgensn adalah ‘baik’ Jll\.ﬁ.:.:

' --'fdlgunalxan dengan baik oleh kehendake manusxa,'_

- tapi jika dlgunakan oleh’ E{ehendal«. yang jahat

8 fsemua hal itw bisa menjadi b{li'lllx sekali. Bahkan'::' “Kebebasan tldak bemm bebas dari segala ﬂntan
‘keutamaan-k keutamaan bisa dzsa},ahgunakan oleh |

| ‘kehendak yang jahat. Perbuatan adalah baik jika

hanya dilakukan katena wajib. dilakukan. Jadi
belum cukup jika suatu perbuatan sesuai dengan
kewa}lban Sehzuusnya perbuatan dﬂakukan
berdasarkan L.ewa]lban '

Sebagal 'seorang polisi, Hoegeng telah
menunjukkan ‘moralitas yang sesuai ‘dengan
norma yang berlaku di institusi lepolisian.
Kewenangan yang dimiliki oleh aktor penegak
hukum menurut Hoegeng sangat rawan untuk
disalahgunakan, oleh karenanya Hoegeng
sangat kuat menjalankan prinsip moral yang
dipegangnya teguh. Banyaknya godaan yang
dihadapi oleh Hoegeng saat menjalani tugas
sebagai seorang pejabat kepolisian dapat
ditelusuri dari berbagai buku vyang bahwa
Ia menundukkan diri kepada hukum moral
Hoegeng tidak ingin memanfaatkan posisi,
kekuasaan, dan jabatannya serta sangat gigih
dalam menjalankan tugas. Jenderal Hoegeng
selalu konsisten dalam memberantas korupsi,
penyelundupan dan tindzk kriminal. Hoegeng
tak takut pada dacking aparat (militer) dan
pejabat busuk bermental korup. Beliau bahkan
kadang menyamar dalam beberapa penyelidikan
untuk mengetahul keadaan di lapangan yang

sesungguhnya.

Bertindak sesuai dengan kewajiban oleh
Kant disebut legalitas. Dengan legalitas kita
memenuhi norma hukum. Suatu perbuatan
bersifat moral, jika dilakukan semata-mata
“karena hormat untuk hukum moral” dengan

i sangat: berpengaruh; séinngga. _1a blsa dianggap__:'_. hukum: mora.l dlmai\_suékanny - kewajiban.

.dm kepada mstanm lam,

Dengan hldup menm ut hulum: moral manusia;

“tidak - menyerahkan dm kepada sesua_tu yang ¢ -
..':aSing b'tgmya (heteronom) ‘melainkan meng1kut1 s
'hukumnya sendm (otonom) Daiam tmglxah'__'.'_”:_ "
_ﬁiaku moralnyq ‘manusia tidak '_'memkiul\kan: '_":._-::;

".hukumnya sendm Mftnusm it bebas karena'-}f_f'-"'
-mengﬂ{at dnmya sendm dengan hukurn. moral.:

Sebaliknya manusia itu bebas dengan mentaati

hukum moral Kehendak bebas dan kehendak
yang mmunduldmn dm I\epada huk.um moml
bag1 Kant mempunyal arti yang sama.

Budaya Orwamsasa -

. Budaya organisasi - 1dalah faktor yang

menentukﬂn karakteristik - suatu - organisasi.
Kajian budaya organisasi memiliki nilaisignifikan
dalam meneliti kinerja sebuah organisasi. Kajian
budaya organisasi menunjukkan bagaimana
suatu budaya berkembang di dalam erganisasi,
terinternalisasi di dalam perilaku para angpota
organisasi, dan memiliki ~hubungan dengan
kinerja keseluruhan organisasi tersebut. Berikut
int dikemukakan beberapa pengestian budaya
organisasi menurut beberapa/ahli, menurut
Wood, Wallace, Zeffane, Schermerhorn, Hunt,
Osborn (2001), budaya organisasi adalah sistem
yang-diperéayai dan nilai yang dikembangkan
oleh organisasi dimana hal itu menuntun
perilaku darl anggota organisasi itu sendiri.

Tosi, Rizzo, Carroll seperti yang dikutip
oleh Munandar {(2001)*, budaya organisasi
adalah cara-cara berpikir, berperasaan dan
bereaksi berdasarkan pola-pola tertentu yang
ada dalam organisasi atau yang ada pada bagian-
bagian organisasi. Selanjutnya menurut Robbins
(1996)Y, budaya organisasi adalah suatu persepsi

16, A.S. Munandar. 2001, Psikclosi Fedustri dan Organirasi. Depok : Penerbit
Universitas Indonesia (UIPress).

17. Robbing Stephen I, 1996, Organizational Behavior (Terjensahan} filid 2,
Edisi Kerujuh, PT. Blusana Iimu Populer, Jakara.
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:mehmkan kepada




| :.':'.ﬂ'orgamsasz untuk beitmdak dan memecahkan
' 'menghendalu agar bentuk es dimaksud menjadi .

-_i‘nasa_iah memben’mk karyawm - yang

o __."-:mempersatukan anggota- anggota organisasi. .
' -.'_:-'_Untuls~ itu hzuus dmjarl\an ‘kepada anggota
_ ":';termasuk anggota yang  baru sebagai suatu
B cara yang benar dalam i‘nengkajl, berpikir. dan

mer asakan masahh yang d1h¢1dap1

Konsep budaya _ orgamsa.51 ini = akan

' 'ﬁ.dljadlkan Lmdasan untuk mencari relevansi

“akan kebutuhan organisasi Polri untuk memiliki
‘sebuah patron /ideal yang dapat dijadikan
panutan serta sui tauladan bagi seluruh anggota
Polri. Sebagaimana konsep budaya organisasi
yang menyatakan bahwa menurut Robbins
(1996)*; budaya organisasi adalah suatu persepsi
bersama - yang ‘dianut oleh anggota-anggota
organisasi itu. Selanjutnya Schein menyatakan
bahwa ‘budaya ‘organisasi merupakan sebuah
pola asumsi-asumsi dasar yang bersifat walid
dan bekerja di dalam organisasi. Serangkaian
asurnsi dasar dapat dipelajari oleh para anggota
organisasi. Dengan demikian maka penulis
meyakini bahwa diperlukan seorang tokeh ideal
(Hoegeng) yang pernah menjalankan tugas-
tugas kepolisiannya dengan meggunakan moral
dan tidak menyerahkan dirinya kepadasesuatu
{korupsi, kolusi dan nepotisme) yang dapat
meaciderai citra institusinya sebagai pengayom,
pelindung dan pelayan serta penegak hukum.

Manajemen Perubahan

Model perubahan Kurt Lewin dikemukakan
pada tahun 1950-an yang dikenal dengan
model Unfreeze — Change — Refreeze. Lewin
membangun model perubahan yang dapat
dijelaskan  dengan  menggunakan analogi

18, Schein, B.H. 1992, Organizational Culture and Leadership : A Dynamic
View, Jussey-Bass, San an‘;lsm

19, Robbins Stephen P, 1996. Organizational Behavior {Terjemahan} Jilid 2 ,
Edisi Ketujub, PT. Bhuaaa lime Populer, Jakarta.
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‘bersama - 3 1anut. oleh anggota anggota e
s rgamsasu i, Menurut Schem (1992)“ budaya -
' organisasi adalah pola dasar yang diterimaoleh

:-jmampu beradaptas; dengan hngkungan” dan :

: I‘Iééwcn.g';.;:l.’-wro.n Mciamoffoéié P{.ril akar Polisi di IrzdongsL; :

perubahan bem:uk dau sebongixah es yangf_:
‘mencakup 3 tahap. Dalam analogi tersebut secar a

sederhana digambarkan’ bahwa- jika sescorang
‘memiliki sebongkah es dalam bentuk lubus dan. el o

'bentuk lancip (cone) maka pertama- tama '
-boncrkqhan es.tersebut harus dicairkan terlebih =
‘dahuly sehingga lebihemudah untuk dibentuk
'1_(_z_£_nfreez_e), kemudian es ying telah mencair
tersebut - dimasukkan dalam cetakan sesuai *
‘bentuk dan ukuran yang diinginkan (change) .
dan kemudian dibekukan kembali sesuai-bentuk -
yang diinginkan (refreeze)™. |

Unfuk memulai proses perubahan perilaku
(metamorfosis  perilaku) sebagaimana yang
diharapkan (Patron Hoegeng) dapat sukses
maka perlu diketahui dengan jelas mengapa
suatu perubahan diperlukan karena hal tersebut
menjadi dasar dan alasan yang kuat untuk
melaksanakannya. Dalam  bentuk yang lebih
operasional, proses unfreeze dilakukan dengan
mempersiapkan . kesediaan  dan  kesiapan
seluruh anggota Polri untuk meyakini bahwa
perubahan  memang - diperlukan  dengan
cara mengungkapkan berbagai situasi fzarus
guo (kondisi saat ini) sebelum membanguf proses
perubahan selanjutnya. Hal-hal yang dapat
dijadikan isu untuk meyakinkan hal tersebut
misalnya dengan memperlihatkan adanya tingkat
kepercayaan masyarakatyang menurun terhadap
institusi*Polri, penggunaan anggaran keuangan
yang tidak efisien, adanya penurunan kepuasan
masyarakat atas pelayanan Polri yang diperoleh
berdasarkan  hasil ~survei, penyalahgunaan
kewenangan oleh aparat yang semakin tinggi, dan
hal-hal sejenis lainnya. Semua isu-isu penting
yang diangkat sebagai tema dan alasan untuk
merubah perilaku hendaknya menyangkut hai-
hal yang mudah dimengerti oleh setiap anggota
Polri sehingga rencana perubahan yang diajukan
dapat dipahami dengan baik.

20, Lewin, Kurt. 1951 ¥ Field Theory In Socia! Science”, Harper & Row,
New York.




B . _.untuk menolaknya

_:"-":fpohm sebagarmana ‘yang - dlhmapkan (Patronf-'.'-'
"'--.'_'3'__:.'Hoegeng) tersebut dapat’ berlangsung stkses
- maka diperluis.an kemgmm “dan - 1<eberanlan""
" manajemen puncak Polri untuk- memulfunya
S Diakui- bahwa. proses—proses dalam tahap ‘ini -
L fsangat suht dan penuh tekanan karena banyaknya_. o

' 3"'-.'rmk51 kems dar; befbagax elemen organisasi

Ari es;stens;t

" Namun dlperiukan ke’oeraman dan kctangguhan '

--"_mana}emen puncak unmk meiedqm semila
" reaksi tcrsebut karena hal tersebut mempfakan

. tmciakan yang memang dlyeriukan dan sepadan

dengan manfmt yang mgm chcapal

“‘Dengan mémaksa semua elemen organisasi
untuk menguji- kembali aspek-aspek norma
dalam

Polri, maka resistensi atas perubahan yang

perilaku - yang mendasar institusi
sedang terjadi dalam organisasi Polii dapat
dilakukan secara efektif. Selain itu, dengan
mengkomunikasikan visi perubahan perilaku
secara tepat maka akan membentuk motivasi
yang kuat pada sebagian besar pihak pemangku
kepentingan organisasi untuk memperoleh
nilai-nilai baru. Dengan karakteristtk memaksa
perubahan ke arah yang diinginkan, pendekatan
manajemen perubahan Kurt Lewin sering juga
disebut dengan Force-freldwlModel. Penekanan
terhadap hal ini perlu dilakukan terutama
terhadap orang-orang yang memiliki peran kunci
dalam menentukan jalannya proses perubahan

organisasi.

Selanjutnya  pada  tahap  berikutnya
dilakukan perubahan (change) dimana setiap
anggota Polri dilibatkan untuk menggunakan
model perilaku baru (Patron Hoegeng) untuk
melakukan pekerjaan pemolisiannya. Pada titik
inilah semua anggota Polri mulai diharapkan
memiliki kepercayaan dan bertindak dengan
perilaku yang baru untuk mendukung pencapaian
arah dan tujuan dari institusi kepolisian yang
bercorak jujur, sederhana dan tegas. Perubahan

dari tahap pertama ke tahap kedua memerlukan

Untuk mempcrsmplxan perubahan penhku._;. ~waktuyang panjang-kfuenq berbagai penyesuaiar
sermg memexlukan detzul yancr t1

: '_::Pada. tah‘tp kedua ini, hal Iam yang _}uﬂ’ﬂ tld“lk blSﬂﬁ_.:f- o

1S .--sechkxt I

.'idza’i)aikan adaiah bagalmana menterjemth\an
bahwa perubahan memberikan’ manfaat kepada'_'_'_ i
::.anggota Polri secara. l\.oiel\:cif dan bu},\an semata-
_mata: hanya untuk Lepentmg‘m sekelompok:‘;
- golongan ' &
perubahan)

Semua orang harus memlhiu ketezkaitan éan e

' _keterhbataﬂ yang kuat seiring dengan ber} alannya L
proses perubahan ‘Dalam  tahap ini, semua’
elemen organisasi Polri harus diberdayakan agar -

proses perubahan per ilaku dapat berjalan dengan
optimal. Dalam hal ini keterlibatan manajemen
puncak ‘secara langsung dalam ‘setiap gerak
perubghan merupakan pendekatan yang terbaik.
Selain itw, para pemimpin senior harus mengelola
berbagai isu mengenai keraguan dan kesulitan
yang dialami berbagai pihak. Karena itu, dalam
situasi dan proses perubahan, para pemimpin
harus membuka jalur kemunikasi dengan baik
untuk menampung sekaligus menyelesailian
berbagai keluhan yang muncul terkait dengan
proses perubahan yang sedang berlangsung,/Pada
tahap ini; sangat dirckomendasikan untuk tidak
membuka peluang terjadinya keragu-raguan di
kalangan anggota terhadap kelangsungan proses
perubahan.

Pada tahap  terakhir ketika perubahan
bentuk  yang
semua elemen organisasi Polri

perilaku  sudah®™ mencapai
diinginkan,
sudah menyatu dengan perilaku yang jujur,
sederhana dan tegas dalam melaksanakan tugas
pemolisiannya. Tanda-tanda bahwa institusi
Polri telah memasuki tahap ini terjadi ketika
tingkat kepercayaan masyarakat meningkat dan
kebanggaan sebagai anggota Polri telah dirasakan
oleh seluruh anggota. Tercapainya perubahan
perilaku polisi juga tercermin dalam kinerjanya
sebagai pengayom, pelindung dan pelayan
masyrakat, menggunakan integritas dalam
menjalankan tugas, tidak mudah disogok oleh

pelaku tindak pidana dan terjadi peningkatan
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S ';ieglatan or; gqmsam Iamnva

al elb.agdz hal POSi'ﬁf Iamny'l
':.-.;-'_Mes upun 'ﬁdemlkmn aspek—aspeix perubahan

i yang: Lelah dlcapai pellu d1pel tahankm setlap saat -
o dan karena itu-semua : fmggom orgamsqm harus
-~ diin atkan dqlam setiap kegiatan elaksanafm

o 8 p.Xeglatan -p

o _-'_pendldakan semmar—semmar, rapat ker}a dan

Dalam nuansa yang telah stabli para anggotfl
meiasa yﬂqn dan’ ‘nyaman dengan perilaku yang
' baru. Sltuam tcrsebut harus ‘terus dijaga agar
 tidak. ‘menjadi: perangkap bagi organisasi Polri
;dan berhenti - ‘melanjitkan proses perubahan
yang - berkelanjutag.  Alasanaya - sederhana,
proses perubahan gidak akan pernah selesai dan
berhenti mencapai kapasitasnya sampai penuh.
Karena itu, keberlangsungan perubahan perilaku
harus dijaga terus menerus sehingga berbagai
inisiatif lanjutan dapat tetap dilakukan secara
berkesinambungan. Hal penting lain yang perlu
diperhatikan adalah ketika tujuan perubahan
perilaku telah dicapai, organisasi Polri perlu
merayakan kesuksesan sebagai tanda penutup
sekaligus ucapan terima kasih secara terbuka

kepada-seluruh anggota organisasi.

Dasar-dasar pemikiran Kurt Lewin sampai
saat ini masih memiliki'pengaruh yang kuat di
seluruh dunia, dan dalam banyak aspek kekuatan
pemikirannya masih digunakan'sebagai elemen-
elemen penting untuk melakulan  proses
perubahan organisasi yang efektif. Karena
itu Kurt Lewin sering dikenal sebagai “fazber of
organizational development” dan “founder of social

psychology’.

Budaya Paternalisme Birokrasi

Sampai saat ini aparat birokrasi pemerintah,
khususnya institusi penegak hukum (Polri),
belum sepenuhnya melaksanakan tugas sesuai
dengan fungsi vang dibebankan kepadanya
berdasarkan  norma-norma yang ditetapkan
oleh undang-undang dan sebagaimanan yang

diharapkan oleh masyarakat. Kondisi ini dapat
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y Patron { t'imerfosas Pcnhinu Polm dz Indom_

-:"d1hhat melaiul be;:baga; pen}ump&ngm yqncr
.:-_telah t@l‘j’ldl seh;ngga semf&un lama semakm:"_ o
:pfuah dan bezaiqbftt pqda tmgkat }<:<3pel'cayaan'"-E

masyalakat terhadap penegfil hulum _1{13..1‘.3_1 i

. Hlé’:ﬂl!l Lll'l

Bnokmsx : peme1111tahan ' sebagzu ' Sua_tu;'_

: :ben‘fuk orgamsasx sedang  bergeser deng’m_"ﬁ_'.'
bebempaupay’tkomkmf mengupayakftnnemlztas_ o

tumbuhnya demokmsl, tumbuhnya orientasi
pada masyaralmt dan tumbuhnya aspirasi dan
kontrol masyarakat Birokrasi sedang:bergeser
dari pamdlcrma sentralistik ke desentralistik,
dari otoritarian ke eg: alitarian dan demoleatis,
dari kedaulatan Negara ke kedaulatan Rakyar,
dari organisasi yang besar menjadi rampiag
tapi kaya fungsi, dari rowing (semua dikerjakan
sendiri) menjadi stering  (mengarahkan),
Upaya-upaya tersebut masih dibayangi oleh
ketidalepastian dan sedang mencari bentuk yang
tepat. Pada dasaraya upaya tersebut diarahkan
untuk mendapatkan dukungan administrasi
Negara yang mapan mengenai kelancaran dan
keterpaduan - pelaksanaan tugas. dan fungsi
birokrast dalam mewujudkan administrasi yang
makin handal, professional, efisiensi, cfektif serta
tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika

perubahan 1ingkungan.

memusatkan

Studi yang
perhatian pada aspek-aspek‘manusia tampaknya

organisasi

mulai  berkembang™ dan  diminati beberapa
tahun terakhir ini, sehingga muncul konsep-
konsep pemikiran mengenai organisasi yang
didorong oleh berbagai keberhasilan organisasi
dalam mengembangkan unsur manusia dalam
perancangan dan penataan organisasi. Hal
ini juga merupakan suatu gejala pergeseran
pandangan atau konsep pemikiran di bidang
organisasi yang dibangun berlandaskan pada
dasar-dasar pemikiran fungsionalis ke konsep~
konsep pemiliran interpretive paradigm. Salah
satu gejala yang tampak dalam proses pergeseran
ini adalah makin meningkatnya perhatian aspek
budaya dalam studi organisasi. Tidak hanya




_".'_dan“ hakekat
'dalam armhszs orgamsam bud’tyq tldaL hanya-

_':_orgamsam, tetapl konsep budw'”'

o seba,wzn meta.fora untuk menjelaskan pel Wll_]l_idé}.ﬁ

: Ol‘g&I'llSElSl s

':{E"_dalam'suatu orgamsasx, tetfzp1 Juga sesuatu ' ang

dlpergunakan seb1g31 landasan pemﬂman daléirri_ -

o pemahamm orgamsass

E '1111, budaya d111hat sebagal sesuam yang hldup di
suatu-organisasi yang mengikat semua anggota
organisasi dalamupaya mencapai tujuan bersama.
Budaya jtiga dapat dilihat sebagal bagian dari
suatu lingkungan organisasi yang memp e_ngaruhi

perilaku  dan  penampilan (performance)
organisasi. Menurut Dwiyan_td (2001)3,

rendahnya kinerja birokrasi publik sangat
dipengaruhi oleh budaya paternalisme yang
masih sangat kuat, yang cenderung mendorong
pejabat birokrasi untulk lebih beroriertasi pada
kekuasaan daripada pelayanan, fneﬁ._empatlian
dirinya sebagai penguasa dan memperlakukan
para pengguna jasa sebagai obyek pelayanan
yang membutuhkan bantuannya, Disamping itu,
rendahnya kinerja juga disebabkan oleh sistem
pembagian kekuasaan yang cenderung memusat
pada pimpinan. Struktur birokrasi yang:hierarkis
mendorong adanya pemusatan kekuasaan dam
wewenang pada atasan sehingga pejabat birokrasi
yang langsung berhubungan dengan para
pengguna jasa sering tidak memiliki wewenang
yang memadai untuk merespons dinamika yang
berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan.

Patologi birokrasi atau penyakit birokrasi
adalah “hasil interaksi antara struktur birokrasi
yang salah dan variabel-variabel lingkungan
yang salah” (Dwiyanto, 2011)*. Patologi

21. Agus Dwivanto. 2001, Reforinasi Bivokesi Publk di Indonesia,
Yogyakarta: PPSK-UGM.

22. Agus Dwivanto. 2001 Mengembalitan Kepercayasn Publik Melal
Reformasi Birokrasi. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama.

Penggunaannya _

"dlpeiialqﬁi\axi .s;pe:.sml,_:' dak
- ketat, ‘dan pegawzu b'lwqhan tldalx. mezmhlg

:"-'_:Vanabe padé struktm "blrb crasi :IIYang . terlalu o 2
..._"bf.‘ll?blhﬂn sepem rantal hlerarkl yang: panjaﬁ L
spe "dlsasx i f_mahsam dan L.merja birokrasi yang o

:._.uda < linear. Salah- satu patolog; b1roL1'151 adalah
;_buday___ Patemahsnl' yaitu atasan bagalhanf;
: ) ¢ 1patuha dan dihorma’a =

| | % ~ . tekad untuk mengkritik lah
L Sebclgal suatu | vanabel dalam orgamsa31, e untu meng MG Sa}a yang idla SR
: o dilakukan 11:15311 Smkan akan nyawa mereka --
budaya dlpeia.]am sebagzu bagzan dam sistem ¥

' _'orgamsasx secara keseluruhm Dahm komeks -

segqia sesuatunya dlhkukan untuk atasau 1stﬂah :
trend- -nya asalkan bapak senmg (ABS) Fat

tersebut menjadlkan pelayanan publzl kuiang
makmmal dlkalenakan sikap bawahan yang
terlalu berlebihan ‘tethadap “atasan ;s'ehingga
birokrast cenderung mengabaikan ‘apa yang
menjad1 kepentingan masyarakat sebagat warga
negara yang Wa_]ﬁ) menerima layzman sebmk
mungkin. S ;

Menilik budaya paternalistik yang masih
melekat pada birokrasi Polri, maka dasi itu
diperlukan adanya suatu penanggulangan untuk
memperbaiki birol_crasi'Polri agar lebili baik,
cepat tanggap dan mampu merespon dpa yang
menjadi kepentingan masyarakat. Beberapa hal
vang perlu dilakukan dalam rangka mengatasi
penyakit birokrasi atau penyakit kronis yang
melekat pada bircksast Polri yaitu dengan
melakukaneupiya perubahan yang mampu
menyentuh semua elemen organisasi. baik itu
sistem, struktur, budaya, dan perilaku birokrasi.

Penutup

Paper ini mengkaji sosok Hoegeng,
sehingga dapat berperilaku secara konsisten
sebagai polisi yang jujur, sederhana namun tegas.
Dari berbagai data dan informasi yang peneliti
telah kumpulkan saat ini, menunjukan bahwa
Hoegeng ketika menjabat sebagai pimpinan Polri
sangat konsisten memegang teguh kejujuran,
kesederhanaan namun merniliki ketegasan dalam
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- menarik -

_ Adumus Mehala 2001 “Mmg/if itisi Po[zsz”:;_i__ i
..Yogyﬂkalta Kamsms : s

menjalankan tugasnya. Analisis pada bagien ini -

'*.'.;'j'_':fmenggun can toeri etika deontologls Immanuel

4 _:__Kant Sebagfu konseptual pola peniaku Hoegeng

Selanjutnya anahsm terhadap 1elevan51

.;-pe.rﬂaku Hoeveng sehmgga dapat dl_}ﬂ.dlls.an N
- 7ole model untuk memperbalkl asPek Teuleural -

'-daiam rangka reforma31 buokram Poiri menjadi

untuk dgadlkan Wac:ana Almiah,

;:_5Berbagal upaya pembangunan sistemn mlal

~ yang bermjuan untuk - memperbaiki aspek
__Luiturai sesungguhnya telah  dilakukan oleh

_ _Polm
. pemlaku p01131 yang ideal, namun faktanya belum

untuk 1neng1mpiementas1kan postur
memberzkan signiftkansi terhadap perilaku polisi
yang ideal dalami melaksanakan tugasnya. Oleh
karena itu penulis meyakini bahwa diperlukan
patron atau model dari seorang tokoh polisi yang
memiliki perilaku yang ideal (jujur, sederhana
dan tegas) untuk mempercepat proses perubahan
perilaku polisi. menuju perilaku yang diidam-
idamkan oleh masyarakat.

Berdasarkan | keyakian bahwa ‘FHoegeng
merupakan patron ideal sebagai sosok panutan
polisi di Indonesia, maka, diperlukan desain
intervensi perubahan, perilaku yang paling
efektif untuk mendorong, percepatan perubahan
perilaku polisi di Indonesia, Dengan membuat
model atau desain yang dapatidijadikan acuan
bagi Polri untuk membangun karakter polisi
yang memiliki integritas. Pada bagian™ini
kemungkinan besar akan adanya resistensi
dari berbagai elemen di dalam organisasi Polri,
sehingga diperlukan identifikasi faktor-faktor
yang dapat berkontribusi dalam menghambat
upaya Polri dalam mermperbaiki aspek kultural
di era reformasi birokrasi Polri.
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